
85 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Buku 

Adi, Rianto. Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum. Jakarta: Pustaka Obor 

Indonesia, 2004. 

Agustine, Oly Viana. Sistem Peradilan Pidana Suatu Pembaharuan. Depok: 

Penerbit PT RajaGrafindo Persada, 2019. 

Aprita, Serlika & Yonani Hasyim. Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bogor: Mitra Wacana 

Media, 2020. 

Arief, Barda Nawawi. Masalah Pidana Mati Dalam Perspektif Pembaharuan 

Hukum Pidana di Indonesia. Semarang: FH UNTAG, 2003. 

Bakhri, Syaiful. Hukum Pidana: Perkembangan dan Pertumbuhannya. Jakarta: 

Total Media, 2013. 

Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas 

Hukum Universitas Indonesia, 2015. 

Chada, P. Vijay. Catatan Kuliah Ilmu Forensik dan Toksokologi. Jakarta: Widya 

Medika, 1995. 

Effendi, Joenaedi. Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. Depok: 

Penerbit Prenamedia Group, 2018. 

Hamzah, Andi, and A. Sumangelipu. Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu, Kini, 

dan Di Masa Depan. Jakarta Timur: Penerbit Ghalia Indonesia, 1984. 



86 
 

Hamzah, Andi, and Irdan Dahlan. Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana. Jakarta: 

PT Bina Aksara, 1987. 

Hamzah, Andi. Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2017. 

Kansil, C. S. T. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: 

Penerbit Balai Pustaka, 2015. 

Kertas Kebijakan Fenomena Deret Tunggu Dan Rekomendasi Komutasi Hukuman Mati. 

Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2020. 

Kuffal, HMA. Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum. Malang: UMM Press, 

2010. 

Kusumo, Ayub T. S. Hukuman Mati Ditinjau Dari Perspektif Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Internasional. Jakarta: ELSAM, 2015. 

Laporan Situasi Kebijakan Pidana Mati Di Indonesia 2022: Tak Ada Yang 

Terlindungi. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2023. 

Lubis, T. Mulya. Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim 

Konstitusi. Jakarta: Buku Kompas, 2009. 

Moeljatno. Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Bina Aksara, 

1985. 

Muladi, and Barda Nanawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: PT 

Alumni, 2010. 

Muladi. Kapita Selekta Hukum Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas 

Diponegoro, 1995. 



87 
 

_____. Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang. Semarang: 

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 24-2-1990. 

Neuman, W. Lawrence. Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan 

Kuantitatif. 7th ed. Jakarta Barat: PT Indeks, 2015. 

Pengkajian Proses Peradilan Pidana Mati di Indonesia: Situasi Terpidana Mati 

dan Upaya Penegak Hukum Pasca Reformasi. Jakarta: Badan Komisi 

Nasional Hak Asasi Manusia, 2013. 

Poernomo, Bambang. Ancaman Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Di Indonesia. 

Yogyakarta: Liberty, 1982. 

Politik Kebijakan Hukuman Mati Di Indonesia Dari Masa Ke Masa. Jakarta: 

Institute for Criminal Justice Reform, 2017. 

Purba, Nelvitia. Hukuman Mati Dalam Konteks Hukum Hak Asasi Manusia Di 

Indonesia. Medan: Format Publishing, 2021. 

Rahardjo, Satjipto. Hukum dan Masyarakat. Bandung: Penerbit Angkasa Bandung, 

1980. 

Sahetapy, J. E. Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap 

Pembunuhan Berencana. Jakarta: Penerbit CV Rajawali Jakarta, 1982. 

Saleh, Roeslan. Masalah Pidana Mati, Hukum dan Masyarakat. Semarang: Aksara 

Baru, 1978. 

Samosir, Djisman. Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di 

Indonesia. Bandung: Percetakan Bina Cipta, 1992. 



88 
 

Setiadi, Edi. Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di 

Indonesia. Jakarta: Penerbit Kencana, 2017. 

Sina, La. Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: Total Media, 2016. 

Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Penerbit PT Alumni, 2007. 

______. Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat. Bandung: Sinar Baru, 

1983. 

Suharsimi, Arikunto. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: 

Penerbit Rineka Cipta, 2006. 

Sutarto, Suryono. Hukum Acara Pidana. Semarang: Badan Unit Universitas 

Diponegoro, 2008. 

Suteki, and Galang Taufani. Metodologi Penelitian Hukum. Depok: Penerbit PT 

RajaGrafindo Persada, Depok, 2018. 

Syarifuddin, M. Reformasi Politik Hukum Pidana Mati Dalam Tindak Pidana 

Korupsi Yang Berkeadilan Pancasila. Depok: CV. Tiga Asa Mandiri, 2020. 

T., Johnson, and Franklin E. Zimring. The Next Frontier National Development, 

Political Change, and the Death Penalty in Asia. New York: Oxford 

University Press, 2009. 

Wahyuni, Fitri. Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Tangerang: PT 

Nusantara Persada Utama, 2017. 



89 
 

Wignjosoebroto, Soetandyo. Hukum: Konsep dan Metode. Malang: Penerbit Setara 

Press, 2013. 

Jurnal 

Aditya, M. Ghozi. “The Effectiveness of the Death Penalty as a Deterrent in 

Corruption Crimes: Case Studies in Asian Countries”. Postulat: Journal of 

Law, no. 1. 2024. https://doi.org/10.37010/postulat.v2i1.1444. 

B., Yan David, Pujiyono, and Purwoto. “Sikap dan Pandangan Mahkamah 

Konstitusi Terhadap Eksistensi Sanksi Pidana Mati di Indonesia”. 

Diponegoro Law Journal, no. 1. 2017. 

https://doi.org/10.14710/dlj.2017.15537. 

Hadiyanto, Alwan. “Pro dan Kontra Pidana Mati di Indonesia”. Jurnal Dimensi, no. 

2. 2016. https://doi.org/10.33373/dms.v5i2.3. 

Harefa, Arianus. “Problematika Penegakkan Pidana Mati Pada Tindak Pidana 

Korupsi Dalam Perspektif Perlindungan HAM”. Jurnal Panah Keadilan, 

no. 2. 2022. https://doi.org/10.57094/jpk.v1i2.456. 

Irmawanti, Noveria Devy, and Barda Nawawi A. “Urgensi Tujuan dan Pedoman 

Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum 

Pidana”. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 3, no. 2. 2021. 

https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227. 

Istighfar, Wildan A. “Efektivitas Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika 

Dalam Praktek Pemidanaan Di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hak Asasi 

https://doi.org/10.37010/postulat.v2i1.1444
https://doi.org/10.33373/dms.v5i2.3


90 
 

Manusia”. Diponegoro Law Journal, no. 2. 2017. 

https://doi.org/10.14710/dlj.2017.19617. 

Jailani, M. “Mengurangi Kerangka Legislasi Sebagai Instrumen Perwujudan Hak 

Asasi Manusia”. Jurnal Konstitusi, no. 4. 2016. 

https://doi.org/10.31078/jk13410. 

Kholiq, M. Abdul. “Kontroversi Hukuman Mati Dan Kebijakan Regulasinya Dalam 

RUU KUHP (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam)”. Jurnal Hukum. 

no. 2. 2017. https://doi.org/10.20885/iustum.vol14.iss2.art1. 

Kuspitasari, Inten. “Peran Kejaksaan Sebagai Eksekutor Pidana Mati di Indonesia”. 

Diponegoro Law Journal, no. 2. 2017. 

https://doi.org/10.14710/dlj.2017.17437. 

Ramadani, Rizki Malinto. “Tinjauan Analisisi Kejaksaan Republik Indonesia 

Perspektif Budaya Organisasi”. Jurnal Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu 

Hukum XIX; 1: 2020, no. 1. 2020. 

https://doi.org/10.32816/paramarta.v19i1.101. 

Toule, Elsa R. M. “Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang 

Tindak Pidana Korupsi”. Jurnal Hukum Prioris, no. 3. 2013. 

https://doi.org/10.25105/prio.v3i3.370. 

Y., Deni Setya Bagus, and Muhammad Huzaini, “Pertentangan Antara Asas 

Oportunitas Dengan Asas Equality Before The Law (Pasal 35 Huruf C UU 

Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia)”. Jurnal 

https://doi.org/10.31078/jk13410
https://doi.org/10.25105/prio.v3i3.370


91 
 

Justitia Jurnal Hukum, no. 2. 2017. hal. 

https://doi.org/10.30651/justitia.v6i02.8303. 

 

Peraturan Perundang-Undangan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana  

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan 

Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia  

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana 

Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana 

Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum dan 

Militer 



92 
 

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-VI/2008 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 

Website 

RMOL.ID. 14 Tahun Kasus Terpidana Mati Marry Jane Belum Ada Titik Terang. 

https://rmol.id/dunia/read/2024/01/11/604899/14-tahun-kasus-terpidana-

mati-mary-jane-belum-ada-titik-terang. (diakses pada tanggal 1 Februari 

2024). 

Sekretaris Kabinet Republik Indonesia. Meski Ditekan Presiden Jokowi Tegaskan 

Tetap Tolak Beri Grasi Terpidana Narkoba. https://setkab.go.id/meski-

ditekan-presiden-jokowi-tegaskan-tetap-tolak-beri-grasi-terpidana-

narkoba/. (diakses pada tanggal 15 Februari 2024). 

World Coalition Against The Death Penalty. Presentation & History. 

https://worldcoalition.org/who-we-are/presentation-history/. (diakses pada 

tanggal 01 Maret 2024). 

 

https://worldcoalition.org/who-we-are/presentation-history/

	DAFTAR PUSTAKA

